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Salal satu kaidah yang eukup menarik dan penting dalam hukum

humaniter ialah ketentuan bahwa apabila suatu negard yang berperang
g berlaku, maka negara itu harus membayar ganti

melanggar hukum yan '
ndakan yang dilakukan

rugi dan harus bertanggung jawab terhadap semua ti .
oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya. Dalam
perkembangannya, praktik telah memperlihatkan adanya pemberian ganti

yang pemah diduduki oleh pasukan

rugi oleh suatu negara kepada negara
Sebagai contoh, Jepang pemah

militernya setelah perang  sclesai. .
memberikan sejumlah ganti rugi kepada negara Ind01.1e51a yang pernah
menjadi wilayah pendudukan Jepang semasa perang dunia kedua.

I. MASALAH KORBAN PERANG SERTA GANTI RUGI DAN
BANTUAN

Hal yang juga menarik untuk dilihat lebih jauh ialah bagaimana
pemanfaatan ganti rugi tersebut kepada warga negara
sipil yang menjadi korban akibat pendudukan. Tentu saja masalah
penyampaian dan pemanfaatan ganti rugi itu sangat erat kaitannya dengan
hukum nasional negara yang pernah mengalami pendudukan tersebut.
Seperti penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan perang,
masalah pemberian ganti rugi dan bantuan lain untuk korban perang ini,

biasanya lebih banyak dipersoalkan pada waktu setelah perang.
Adapun masalah yang akan dibahas di sini dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Sejauhmana perlindungan penduduk sipil pada waktu perang diatur
dalam hukum humaniter internasional dewasa ini?

2. Dalam hal terdapat pelanggaran hukum pada waktu perang, sejauh mana
hak-hak penduduk sipil untuk memperoleh bantuan atau ganti rugi dapat
direalisasikan ? ' _

Pembahasan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang
perlunya beberapa tindakan dan prakarsa nasional untuk membantu
meringankan penderitaan orang-orang yang telah terluka atau dirugikan
akibat kejahatan perang dan kejahatan lainnya, Karena itu, pembahasim ini
dimulai dari penelusuran kaidah-kaidah yang termuat dalam beberapa
perjanjian internasional, kaidah-kaidah, dan perangkat hukum nasional

yang mendukungnya,

penyampaian atau
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penggantian kerugian yang ditimby
sangat kasar dan sewcnang-wenap :
pcn.ghukumap baik selama iaupun i’csﬂ?;hy;:rg:nizhialsgl;ef:g?h e
peu]ahat-pen].ahat perang, melalui suaty lembaga peradilan ya ll;t:?adap
| Berkaitan dengan sanksi penghukuman inj dikeri;lnlgaulg (jnited
Nattons. Draft COdF of Offences Against the P;ace and Security of
Mandkind yang disusun oleh International Law Commission }’:
Genocide anvgntion (Konvensi tentang Pembunuhan Massal Manse' a)1
yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Deserlwllsl;:r
1949. Konvensi-konvensi ini mengukuhkan peletakan tanggung jawab
langsung afas pelanggaran hukum internasional Menurut konvensi ini
orang-perorangan dapat dituntut di depan mahkamah nasional maupun
internasional (Kusumaatmadja, 1982: 100-101). Mengenai tanggung jawab
atas pelanggaran hukum humaniter inj memang tidak sedikit konvensi dan
deklarasi yang memuat aturannya, termasuk antara lain Konvens; Palang
Merah 1949 beserta Protocol-protocolnya dan Convention on the Non-
Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against

Humanity yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 26
November 1568.

lkan oleh tindakan-tindakan yang

V. HAK-HAK KORBAN PERANG ATAS GANTI RUGI

Berbeda halnya dengan ketentuan mengenai tanggung jawab
penjahat perang dan pembatasan-pembatasannya, tidak banyak sumber
hukum internasional yang memuat aturan secara rinci mengenai hak-hak
korban perang untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun Konvensi Den
Haag 1907 telah menetapkan tanggung jawab negara yang melanggar
hukum untuk membayar ganti rugi, namun belum diatur secara jelas
tentang hak-hak si korban untuk memperoleh ganti rugi tersebut, baik hak-
hak pada waktu. perang/permusuhan maupun -hak-hak setelah perang/
- permusuhan berakhir, o

Mengenai pemberian dan jumlah besarnya ganti rugi, lazimnya
ditetapkan dalam suatu traktat perdamaian. Traktat demikian tentunya
memuat kesepakatan-kesepakatan tentang pelaksanaan hak-hak dan
kewajiban antara negara-negara yang bersangkutan.” Adapun pemanfaatag
dan pendistribusiannya dalam lingkungan negara penerima gantl rugl
merupakan masalah internal negara tersebut, kecuali terhadap pemberian
ganti rugi yang langsung diberikan kepada perorangan tertentu oleh negara
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Ketidakmampuanny
kejahatan.

Kiranya dapat dikemukakan dj sinj g
yang berkaitan dengan hak-hak gant rugi

Declaration of szsz'c Principles of Justice Jor Victims of Crime and Abuse
of Power yang dikcluarkan pada Sevensh United Nations Congress on the
Prevention of Crinte and the Treatment of Offenders tanggal 26 Agustus -
6 september 1985 di Milan Itali, yang kemudian diadopsi oleh Majelis
Umum PBB pada 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 34/XL. Selanjutnya,
deklarasi ini disebut sebagai Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip
Keadilan Bagi Korban Akibat Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
(dekIarasi).

Deklarasi ini mengusulkan kepada negara-negara anggota mengenai
upaya-upaya yang dapat dilakukan di tingkat regional maupun
internasional unfuk meningkatkan akses kepada perlakuan yang adil dan
patut, restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial terhadap korban-korban
kejahatan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah
korban akibat penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memberikan
penyembuhan-penyembuhan bagi korban akibat perlakuan demikian.

Korban yang dimaksud dalam deklarasi (sub A.1) ini adalah orang
yang secara individu atau kolektif telah menderita luka, - termasuk
penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, ke?nlanglan atau
kerusakan substansial atas hak-hak fundamentalnya, aklba.t }mdakan-
tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum kriminal yang
beroperasi di dalam wilayah-wilayah negara anggota. Termasuk yang
dimaksud hukum kriminal dalam deklarasi ini ialah hukum yang melmang
perbuatan kriminal berupa penyalahgunaan }{Gkuasaan (Go.sna, 198175;
lampiran). Penyalahgunaan kekuasaan yang-dimaksud dalan.l _.sub B.
deklarasi ini termasuk pula penyalahgunaan kekuasaan polltlk maupur
ekonomi (Gosita,1987: lampiran). Dijelaskan pula bah.wa korbap di sini
‘termasuk korban akibat tindakan-tindakan atau k.ela.lalan-ke}alalfn {ang
belum diatur sebagai kejahatan dalam hukum krlmlnallnasmna SI;;EH;I
yang bersangkutan- tetapi secara infemas;opal telah dianggap g
e i i e

e -

kiranyaMZI;§$gapula kejahatan-kejahatan  perang atau pelanggaran

i orikan ke dalam hukum

pelanggaran hukum . perang tersebut QIkateg b ihakepihek yang
kriminal yang dimaksud oleh deklarasl. Karena itu, p

a lersebut karena suaty hgl akibat perang atau akibat

uatu dokumen internasional
bagi korban kejahatan, yaitu
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pelanggaran hukum perang dapat. pula
g termasuk dalam ruang lingkup

yang dapat dianggap sebagai

terkena kerugian  akibat

dikategorikan scbagai korban yan

deklarasi. Dalam sub A.2 deklarasl tersebut,

korban di sini antara lain: '

|. Pihak penduduk sipil yang mendernta kerug
akibat tindakan pengrusakan atau pemusnahan harta benda; |

2. Pihak penduduk sipil yang menderita kerugian moral maupun material
akibat telah terjadi suatu tindakan pemindahan penduduk secara pa.ksa,
Akibat tindakan demikian, yang dapat menjadi korban bukan saja pihak
yang misalnya disandera, diusir, atau diper]z.xk:ukan dengan tindakan
sejenis lainnya, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan oleh korban

jan fisik dan ekonomi

»

langsung tadi; _
3. Pihak penduduk sipil yang menderita luka fisik, mental, ataupun

ekonomi akibat tindakan perlakuan kejam yang melanggar hak asasi
manusia. Termasuk dalam kategori ini antara lain korban perkosaan,
anak hasil tindakan perlakukan kejam tersebut dan juga anak lain dari
korban tersebut; -

4. Pihak penduduk sipil yang merupakan anggota keluarga, dan
merupakan orang-orang yang tergantung atau ditanggung oleh korban-
korban yang disebut di atas pada no. 1, 2 dan 3 (Gosita, 1987:

lampiran).
VII. PRINSIP -PRINSIP KEADILAN BAGI KORBAN PERANG

Sesuai dengan judulnya, deklarasi ini memuat prinsip-prinsip
keadilan bagi korban akibat kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Tentu saja, maksudnya adalah agar prinsip-prinsip tersebut diadopsi dan
diimplemantasikan dalam sistem hukum nasional negara-negara
anggotanya kelak. Berikut ini antara lain beberapa prinsip yang berkenaan
dengan hak-hak korban,

1. Hak-hak para korban untuk diperlakukan dengan rasa kasih sayang
dan hormat atas martabatnya. Mereka berhak memperoleh akses
terhadap mekanisme keadilan dan juga ganti rugi atas kerugian yang
dideritanya, sesuai dengan hukum nasionalnya;

2. Hak-hak para korban untuk memperoleh akses mekanisme peradilan
dan administrasi yang memungkinkan mercka mendapat ganti rugi
melalui prosedur formal atau tidak formal yang eepat, wajar, tidak
mahal, dan mudah dicapai. Para korban harus diberi informasi
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mengenai hak-hak mereka upt
mekanisme tersebut;

Hak para korban'untuk memperoleh fasilitas dan bantuan dalam proses
peradllan' dan administrasi, seperti bantyan hukum dan administrasi
serta perlindungan keamanan;

Hak-hak para korban untuk memanfaatkan penyelesaian mekanisme
informal atau tradisional guna memudahkan perolehan ganti rugi;
Ha_k-hal_c para korban untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi yang
adil dfm para pelaku kejahatan atay pelaku penyalahgunaan kekuasaan.
Sebaliknya, para pelaku Kkejahatan atau pelaku penyalah-gunaan
kekuasaan berkewajiban membayar restitusi tersebut kepada korban
atau kepada orang-orang yang seharusnya merupakan tanggungan
korban;

Hak-hak para korban untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi
yang adil dari negara apabila ganti rugi yang diberikan oleh pelaku
atau sumber lainnya ternyata tidak mencukupi.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM KAITANNYA

DENGAN DEKILLARASI PBB

Apabila negara-negara telah mengikatkan diri kepada deklarasi

tersebut, tentu saja negara-negara tersebut berkewajiban untuk mengakui,
mengadopsi, dan mengimplemantasikan prinsip-prinsip keadilan di atas, ke
dalam hukum nasionalnya. Kewajiban negara dan pemerintah yang
disebutkan dalam deklarasi, antara lain;

1.

Berkaitan dengan restitusi, pemerintah harus meninjau lagi, praktik-
praktik, peraturan-peraturan, dan hukum nasionalnya agar menetapkan
restitusi sebagai sanksi tambahan, yang juga dikenakan dalam kasus
kriminal; '

Dalam kasus yang berkaitan dengan perusakan lingkungan atau fasilitas
infrastruktur penduduk, dalam sanksi restitusi dimasukkan juga biaya
ganti rugi perbaikan infrastruktur tersebut;

Terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau
agen suatu negara, maka ncgara yang bersangkutan berkewajiban
memberikan restitusi kepada korban;

Dalam hal ncgara yang berkewajiban membayar restitusi sudah tidak
ada lagi, maka negara suksesornya berkewajiban membayar restitusi

terscbut;

149






mendukung dari pemeringy) haritaupzzlslandrarlllasyka?'nsifi o

) akat negara
Samping bantuan fisik, mater,
karela yang dapat memberikan

dalam deklarasi PBB dan nilai-nilai kemanusiaan. D samping itu,

kelompok - demikian juga dapat diharapkan untuk mendorong partisipasi
masyar.akat dalam mewujudkan mekanisme peradilan atas kejahatan dan
mekanisme perolehan hak-hak korban yang sepatutnya.
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